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Kata Pengantar

Melalui rapat kerja daerah (rakerda) yang rutin diseleng-
garakan YLBHI-LBH Semarang setiap tahunnya, memandat-
kan agar lembaga menyusun pedoman anti kekerasan sek-
sual. Mandat tersebut berasal dari bacaan lembaga tentang 
tingginya angka kekerasan seksual di wilayah Jawa Tengah- 
termasuk tingginya angka pengaduan yang masuk ke LBH 
Semarang, terbatasnya sumberdaya LBH Semarang dalam 
melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksu-
al. Setidaknya terdapat 2.257 korban mengalami kekerasan 
seksual di Jawa Tengah . Berdasarkan catatan akhir tahun 
2021 LBH Semarang sendiri terdapat 32.891 korban pelang-
garan HAM yang dialami oleh Perempuan dan Anak di Jawa 
Tengah. Bahkan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 46 ad-
uan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut 
naik sebanyak 142% yaitu 19 aduan kasus di tahun 2021.

Di Indonesia sendiri, setiap harinya terdapat sekitar 20 
perempuan yang menjadi korban dari kekerasan atau keja-
hatan seksual. Dimana 8 dari 10 korban mengalami kejadi-
an tersebut pada ruang-ruang publik, seperti transportasi 
umum, sekolah, jalanan, kampus, dll. Hampir semua korban 
tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika 
menjadi korban atau melihat kejadian kekerasan seksual ter-
jadi dihadapan mereka. Dampak yang korban alami pun tak 
kalah hebat. Trauma sepanjang hidup yang harus dirasakan, 
perasaan bersalah, disalahkan oleh orang dan lingkungan 
sekitar. Hingga tak sedikit yang akhirnya memilih bunuh diri 
sebagai jalan keluar atas penderitaan yang dialami korban. 
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Dalam buku saku ini pula, tim penyusun telah menyusun 
hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita baik sebagai korban 
atau orang yang melihat tindakan kekerasan seksual terja-
di. Termasuk langkah-langkah untuk merebut keadilan bagi 
korban kekerasan seksual. Tim penyusun juga telah menye-
laraskan dengan norma-norma yang diatur dalam UU TPKS 
setelah disahkan. 

Kamipun memahami bahwa buku saku ini tentu tidak 
bisa menggantikan peran pendamping bagi para korban/
penyintas. Namun, buku saku anti kekerasan seksual ini, di-
maksudkan untuk menjadi salah satu rujukan untuk mere-
spon tindakan kekerasan seksual-bagi siapapun yang akan 
mengalami atau mengalami tindakan tersebut. Tentu kali-
mat bagi siapapun yang akan mengalami, tidak bertujuan 
untuk menstigma, namun, kami percaya bahwa semua dari 
kita tidak bisa terhindar dari kekerasan atau kejahatan sek-
sual. Maka, pengetahuan akan menjadi bekal bagi kita untuk 
mampu memahami respon balik yang perlu kita lakukan. 

Kemudian, selamat untuk para penyusun dari Bidang Sip-
il dan Politik (Sipol) LBH Semarang, telah berhasil menyusun 
satu buku yang akan bermanfaat bagi korban-korban mau-
pun calon korban dari kekerasan seksual. terakhir, kami ten-
tu berharap buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 
membacanya. Menimbulkan keberanian bagi mereka yang 
tidak mendapat akses terhadap ruang-ruang untuk memper-
oleh keadilan.  A luta Continua!		

				                    Eti Oktaviani, S.H. 	
				                    	                Direktur
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kewarganegaraan yang berbeda. Artinya sifat universal ti-
dak mengenal kata diskriminasi. Selain bersifat universal, 
Hak Asasi Manusia juga tidak dapat dicabut (inalienable), 
artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh 
seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, 
ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap 
memiliki hak-hak tersebut karena sifatnya yang juga melekat 
pada dirinya sebagai makhluk insani.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia maka tidak bisa 
dilepaskan dari peran negara terutama pemerintah sebagai 
aktor utamanya. Pasalnya Negara memiliki tanggung jawab 
utama untuk menghormati (to respect), melindungi (to pro-
tect) dan melakukan pemenuhan (to full fill) terhadap hak 
asasi setiap warga Negara. Sehingga ketika Negara melaku-
kan pelanggaran atas tanggung jawabnya tersebut, maka 
dapat dikatakan Negara telah melakukan pelanggaran HAM. 
Pelanggaran HAM oleh Negara dapat dilakukan setidaknya 
melalui 2 (dua) hal, yakni karena perbuatan atau tindakann-
ya sendiri (act of commision) maupun oleh karena kelalaian 
serta pembiaran yang dilakukan (act of ommission). Keter-
libatan actor inilah yang membedakan antara pelanggaran 
HAM dengan pelanggaran hukum biasa.

Seputar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang se-
cara kodrati melekat pada diri setiap manusia semata-mata 
karena kodratnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia bersi-
fat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihor-
mati, dipenuhi, dimajukan serta tidak boleh diintervensi dan 
dirampas oleh siapapun dengan alasan apapun. 

Menurut Rhona Smith, dkk. (2008), sifat universal dari 
Hak Asasi Manusia adalah bahwa setiap orang diseluruh 
dunia memiliki hak yang sama meski memiliki perbedaan 
warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, kebudayaan, 
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Hak Asasi Perempuan sebagai 
Bagian dari Hak Asasi Manusia

Salah satu perkembangan pemikiran penting dalam kon-
sepsi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengakuan tentang 
hak asasi perempuan sebagai Hak Asasi Manusia sebagaima-
na dinyatakan dalam Deklarasi Wina dan kerangka aksi (Vi-
enna Declaration and Platform for Action) Tahun 1993 yang 
juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan 

adalah pelanggaran HAM. Pengakuan ini menjadi penting 
karena sebelumnya konsepsi mengenai pelanggaran HAM 
hanya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh Neg-
ara, dan oleh karena nya pendekatan yang digunakan han-
ya menyentuh lingkup publik demi melindungi privasi ses-
eorang. Pemaknaan yang sempit tersebut dianggap kurang 
relevan, terutama karena belum sepenuhnya mengakomodir 
hak-hak perempuan serta belum memberi perlindungan 
bagi perempuan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi 
dan kekerasan. Pasalnya dalam tatanan masyarakat yang pa-
triarkis, perempuan masih berada dalam posisi yang rentan. 
Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan hanya 
mempertahankan atau bahkan memperparah kesenjangan, 
sehingga diperlukan adanya affirmative action dalam rangka 
upaya percepatan penyetaraan

Hak asasi perempuan adalah seluruh hak yang melekat 
pada diri setiap perempuan yang dimiliki sejak mereka be-
rada didalam kandungan maupun sebagai perempuan itu 
sendiri. Pengakuan hak perempuan sebagai Hak Asasi Ma-
nusia didasari pada setidaknya 3 (tiga) prinsip utama HAM 
yakni prinsip kesetaraan, prinsip non diskriminasi dan ke-
wajiban positif Negara untuk melindungi hak-hak tertentu. 
Keberadaan Deklarasi Wina 1993 tersebut juga memperkuat 
eksistensi dari konvensi penghapusan diskriminasi terhadap 
perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (CEDAW) 1979 yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984. Substansi dari bahasan Konvensi CEDAW ini ialah 
adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan hak antara per-
empuan dan laki-laki dalam berbagai bidang, diantaranya 
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hak dalam keluarga (perkawinan), sipil, politik, ketenagaker-
jaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi, so-
sial dan budaya serta persamaan dimuka hukum. 

Salah satu hak asasi perempuan yang tidak kalah pent-
ing adalah hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, 
termasuk didalamnya adalah kekerasan seksual. Didalam 
ketentuan Article 17 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2005 mewajibkan Indonesia & Negara pihak lainnya 
untuk memastikan bahwa penduduknya tidak mendapatkan 
perilaku yang menyerang harga diri, kehormatan, dan juga 
reputasi. Salah satu tujuan dari pasal ini juga merupakan un-
tuk memberantas tindakan kekerasan seksual, karena tinda-
kan tersebut menyerang harga diri, kehormatan, dan reputa-
si korban. 

Definisi dan Bentuk-Bentuk 
Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan 
merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan 
lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau 
fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan ke-
hendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak 
mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, 
karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, 
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yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kes-
engsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara 
ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik. 

Komnas Perempuan, berdasarkan hasil pemantauan se-
jak tahun 1998 hingga 2013 mencatat setidaknya terdapat 15 
(lima belas) bentuk kekerasan seksual, diantaranya berupa 
perbuatan berikut tetapi tidak terbatas pada:

1. Perkosaan

Sedangkan Serangan dalam bentuk pemaksaan hubun-
gan seksual dengan menggunakan penis yang diarahkan ke 
vagina, anus, atau mulut korban. Perkosaan bisa juga meng-
gunakan jari tangan dan atau menggunakan benda-benda 
lainnya. Sementara itu istilah lain dari perkosaan ialah pen-
cabulan dimana istilah ini termuat didalam sistem hukum 
Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakuan 
diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terja-
di hubungan seksual pada orang yang belum mampu mem-
berikan persetujuan secara utuh, misalnya terjadi pada anak 
atau seseorang di bawah umur 18 tahun

2. Intimidasi Seksual

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menim-
bulkan rasa takut atau penderitaan secara psikis pada kor-
ban perempuan. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara 
langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, 
dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga mer-
upakan bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual 

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non 
fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. 
Pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan siulan, main 
mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi 
pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di 
bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual seh-
ingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, mera-
sa direndahkan martabatnya, dan hingga sampai menyebab-
kan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual 

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan (relasi kuasa) yang 
timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan 
kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntun-
gan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Prak-
tik eksplotasi seksual ini biasanya sering ditemukan pada 
orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi sehingga 
menjadikan alasan kemiskinan perempuan sebagai alasan 
menggunakan mereka untuk masuk kedalam lingkaran pros-
titusi atau pornografi. Contoh lainnya ialah mengiming-imin-
gi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari per-
empuan dan kemudian diterlantarkan. 

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, men-
girim, memindahkan, dan atau menerima seseorang den-
gan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, pencu-
likan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
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kekuasaan, atas posisi rentan, penjeratan utang atau 
pemberian bayaran, atau memanfaatkan korban secara 
langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tu-
juan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. 

6.	 Prostitusi Paksa

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk ke-
kerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, 
identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan keper-
cayaan, melacurkan seseorang dengan maksud mengutung-
kan diri sendiri dan/atau orang lain. Korban dipaksa menjadi 
pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen 
maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya 
untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan 
penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

7.	 Perbudakan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mem-
batasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, 
dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani ke-
butuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka 
waktu tertentu.

8.	 Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual yang 
dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan den-
gan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang 
tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya 

untuk melakukan perkawinan. Memaksa korban perkosaan 
untuk menikah dengan pelaku juga merupakan bentuk dari 
pemaksaan perkwainan. Sementara, cerai gantung merupa-
kan keadaan dimana perempuan yang ingin bercerai namun 
gugatannya selalu ditolak dengan berbagai alasan, baik oleh 
suami maupun pihak berwenang.

9.	 Pemaksaan Kehamilan

Perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun an-
caman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak 
dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan 
korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali 
melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi 
istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perem-
puan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. 

10.	 Pemaksaan Aborsi

Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan 
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggu-
nakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan 
persetujuan.

11.	 Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, 
fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, den-
gan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga 
orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi 
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dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan 
Korban tidak dapat memiliki keturunan.

12.	 Penyiksaan Seksual

Menyiksa korban sembari melakukan paksaan untuk ber-
hubungan seksual.

13.	 Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa 	
	 Seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, ke-
sakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Contohn-
ya adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang 
mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manu-
sia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14.	 Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahaya	
	 kan atau Mendiskriminasi Perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan 
agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat 
menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual 
pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk 
mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang 
merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah 
satu contohnya.	

15.	 Kontrol Seksual, termasuk Lewat Aturan Diskrimina	
	 tif Beralasan Moralitas dan Agama

Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan 
maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak 
langsung, untuk mengancam atau memaksa perempuan 
untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang diang-
gap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana 
menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering 
ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang 
memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di 
tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu 
tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau per-
kawinan, dan lain-lain.

Selain bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas, pent-
ing juga bagi kita untuk kekerasan berbasis gender online 
(KBGO). KBGO dapat didefinisikan sebagai beragam tindakan 
dan praktek kekerasan seksual yang terjadi secara daring 
atau melalui penggunaan teknologi informasi dan komuni-
kasi. Bentuknya antara lain: 

1.	 Doxing

Tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menggali 
informasi pribadi dari seseorang yang kemudian informasi 
tersebut disebarkan ke pihak lain dengan tujuan-tujuan ter-
tentu, salah satunya adalah untuk memberi akses dan ruang 
dilakukannya pelecehan ataupun intimidasi di dunia nyata 
maupun di dunia maya kepada seseorang yang sebelumnya 
telah dicari dan digali informasi pribadinya. 
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2.	 Non-Consensual Dissemination of Intimate Image 	
	 atau Malicious Distribution

Kegiatan penyebaran konten yang merusak reputa-
si korban kekerasan seksual maupun pendampingnya 
melalui penggunaan teknologi, terlepas dari fakta maupun 
kebenarannya.

3.	 Sexting

Pengiriman gambar, video, audio maupun konten lain 
yang memiliki muatan pornografi kepada orang lain tanpa 
adanya persetujuan.

4.	 Cyber grooming

Upaya untuk mencari dan memperdaya korban yang 
memiliki posisi atau kedudukan lebih rentan, baik secara 
pendidikan, usia, kondisi fisik dan mental, maupun sosial 
ekonomi, untuk dilecehkan ataupun ditipu melalui penggu-
naan teknologi, misalnya melalui sosial media, atau platform 
kencan online. 

5.	 Impersonasi

Menggunakan teknologi untuk mencuri identitas orang 
lain dengan tujuan merusak reputasi atau mengakses infor-
masi pribadi.

Dampak yang diterima oleh 
Korban Kekerasan Seksual

Dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual ti-
dak hanya secara fisik, non fisik, dan psikis saja lho. Kekerasan 
seksual juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi 
korban. Sebagai seorang pendamping, setidaknya kamu ha-
rus mengetahui dampak-dampak yang dialami oleh korban 
agar kamu bisa menentukan upaya yang bisa dilakukan un-
tuk kebaikan korban. Beberapa dampak tersebut yaitu:



20 21

1. Dampak Kesehatan Fisik

a.	 	Luka pada Fisik

b.	 	Self harm

c.	 	Kehamilan tidak direncanakan (KTD)

d.	 	Kerusakan organ internal, misalnya rahim korban	
	diangkat setelah mengalami kekerasan

e.	 	Infeksi/Penyakit menular seksual (IMS/PMS)

f.	 	HIV/AIDS 

g.	 	Aborsi tidak aman 

h.	 	Kematian 

2. Dampak Psikologis

a.	 	Trauma

b.	 	Emosi tidak stabil

c.	 	Depresi, Ketakutan, Cemas

d.	 	Menyalahkan Diri Sendiri 

e.	 	Mentalillness

f.	 	Keinginan atau upaya bunuh diri 

g.	 Merasa tidak berdaya, malu dan minder

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

a.	 Victim-blaming 

b.	 Reviktimasi

c.	 Stigma 

d.	 Penolakan Isolasi 

e.	 Penghasilan Berkurang 

f.	 Peningkatan Angka Kemiskinan 

g.	 Korban KTD (Kehamilan Tidak Direncanakan) harus 	
mengasuh anaknya sendiri

h.	 Korban tidak mampu membayar biaya Rumah Sakit     	
karena pelaku tidak bertanggungjawab

i.	 Korban dipaksa menikah dengan pelaku

j.	 Korban  dikeluarkan dari sekolah/Universitas/Peker	
jaan karena diketahui mengalami kekerasan seksual 
(dianggap mencemari nama baik instansi)

Dampak lain yang diderita oleh Korban adalah relasinya 
dengan lingkungan sekitar. Misalnya, Korban akan dikucilkan 
oleh lingkungan sekitar termasuk keluarganya karena diang-
gap aib oleh mereka, kemudian berpotensi menciptakan per-
pecahan dalam keluarga jika pelaku merupakan bagian dari 
anggota keluarga. Selain itu apabila kasus sampai pada tahap 
proses hukum, potensi keluarga akan diteror, mendapatkan 
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anggota keluarga. Selain itu apabila kasus sampai 
pada tahap proses hukum, potensi keluarga akan diteror, 
mendapatkan tekanan secara psikologis, sosial, ancaman, in-
timidasi hingga kesulitan ekonomi juga rentan akan didapat-
kan oleh keluarga Korban.

 

 

Aturan Hukum terkait 
Perlindungan bagi Korban 

Kekerasan Seksual

Setidaknya terdapat beberapa instrumen hukum nasional 
yang dapat menjadi tameng untuk melindungi diri dari tindakan 
kekerasan seksual sekaligus menjadi rujukan bagi kita semua 
dalam melakukan pengadvokasian terhadap Korban kekerasan 
seksual.
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1.  	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tin	
	 dak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan sebuah payung hukum kompre-
hensif yang keberadaanya telah ditunggu sejak tahun 2006. 
Sebelum adanya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan 
seksual masih belum optimal dalam melindungi kepentin-
gan serta hak-hak Korban. UU TPKS mengatur mengenai 
sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual 
nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pe-
maksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan sek-
sual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan 
seksual berbasis elektronik (KBGO). Selain mengatur menge-
nai pemidanaan dan aspek hukum acara, UU TPKS juga men-
gakomodir mengenai hak-hak Korban dan keluarga, akses 
keadilan Korban melalui perlindungan dan pemulihan, serta 
upaya pencegahan. 

2.	 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah kekerasan seksual sebenarnya tidak tercantum 
secara eksplisit dalam KUHP. Akan tetapi KUHP mengatur la-
rangan mengenai tindak pidana perkosaan yang diatur da-
lam pasal 285 KUHP, serta perbuatan cabul dalam Pasal 289 
sampai dengan Pasal 296 KUHP.

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 	
	 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 	
	 PKDRT)

UU PKDRT mengatur perlindungan perempuan dari ke-
kerasan yang dialami di lingkungan rumah tangga. Dalam UU 

PKDRT yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbua-
tan terhadap seseorang terutama perempuan, yang beraki-
bat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum da-
lam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk KDRT meliputi a. 
kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau 
d. penelantaran rumah tangga.

4.	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Un	
	 dang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infor	
	 masi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau 
kekerasan seksual berbasis elektronik, pelaku dapat juga 
dijerat menggunakan UU ITE karena terdapat ancaman pi-
dana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mem-
buat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Doku-
men Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kes-
usilaan (pasal 27 ayat (1)), termasuk didalamnya mengandung 
muatan pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat 
(3)), serta ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di-
tujukan secara pribadi (pasal 29).

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Un	
	 dang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Per	
	 lindungan Anak

Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus 
bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan, termasuk 
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didalamnya adalah tindak kekerasan seksual. Dalam Pasal un-
dang-undang ini disebut sebagai tindakan kejahatan seksual.

6.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 	
	 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 	
	 (UU TPPO)

UU TPPO mengatur mengenai eksploitasi seksual dalam 
konteks perdagangan orang. Dalam UU TPPO yang dimaksut 
dengan eksploitasi seksual adalah adalah segala bentuk pe-
manfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 
korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi ti-
dak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

7.	 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset 	
	 dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 Ta	
	 hun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Ke	
	 kerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 	
	 (PPKS)

Peraturan ini mengatur mengenai pencegahan,  penan-
ganan, perlindungan, pemulihan Korban, pengaturan men-
genai kewajiban pembentukan satuan tugas beserta me-
kanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas,  
pengenaan sanksi administratif untuk pelaku serta jaminan 
ketidakberulangan. Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 
2021 mengakomodir 21 bentuk kekerasan seksual yang dila-
rang (pasal 5 ayat (1) dan (2)).

8.	 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No	
	 mor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegah	
	 an dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada 	
	 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Tujuan dari disusun dan disahkannya pedoman ini ada-
lah agar dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi upaya 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada 
lingkungan civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam (PTKI). Keputusan ini mengatur mengenai 20 (dua pu-
luh) bentuk kekerasan seksual yang dilarang. 

Peraturan dan Kebijakan Lain Yang Berkaitan Dengan 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Serta Hak Asasi 
Perempuan

1.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Se-
gala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

2.	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia

3.	 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Per-
lindungan Saksi dan Korban

4.	 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Imple-
mentasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Da-
lam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

5.	 Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Ak-
ses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Pen-
anganan Perkara Pidana

6.	 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 ten-
tang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan den-
gan Hukum

7.	 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. SE.03/MEN/IV/2021 tentang Pedoman Pencega-
han Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
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yang dapat dilakukan Ketika 
Menjadi Korban Kekerasan 

Seksual

Perempuan, laki-laki maupun transgender yang menjadi 
Korban kekerasan seksual biasanya akan mengalami trauma 
dan stress berkepanjangan karena merasa direndahkan dan 
tidak berharga. Perempuan harus menanggung konsekuensi 
yang lebih besar dibanding laki-laki. Begitupun dengan trans-
gender yang kerap mengalami diskriminasi dan mendapat-
kan banyak tindakan yang merendahkan martabat sebagai 
manusia. Saat mengalami kekerasan seksual, apa saja yang 
sebaiknya dilakukan?

1.	 Jangan menyalahkan diri atas kekerasan seksual 
yang dialami tetapi yakinkan diri sendiri bahwa yang 
bersalah sepenuhnya adalah pelaku.

2.	 Berbagi dan berceritalah kepada orang terdekat 
yang kamu percaya. Kamu akan merasa lega karena 
tidak menanggung semuanya sendirian. Dukungan 
dari orang terdekat akan membuat kamu lebih aman 
dan kuat.

3.	 Merima dan hargai diri sendiri. Yakinlah bahwa sia-
pa-pun memiliki masalah, tak terkecuali kamu. Ma-
salah hanya akan selesai jika kamu mau berupaya 
menyelesaikannya. Kamu tetap berharga, dan ingat 
bahwa kamu punya hak untuk mendapat keadilan.

4.	 Tukar pikiran dengan Korban. Saat ini, banyak Kor-
ban (orang yang berjuang dari kekerasan) yang be-
rani berbicara dan memperjuangkan hak-hak mer-
eka. Mereka biasanya sudah berjuang menghadapi 
dampak kekerasan seksual yang mereka alami.

5.	 Menonaktifkan Media Sosial. Dengan menonak-
tifkan media sosial, kamu akan terhindar dari pem-
bicaraan orang lain di media sosial yang malah akan 
membuat kamu semakin tertekan secara psikologis.

6.	 Simpan dan kumpulkan bukti-bukti. Hal ini sangat 
diperlukan jika kamu ingin memperoleh keadilan. 
Semakin kuat bukti yang dimiliki, maka akan sema-
kin baik. Bukti dapat berupa: rekaman, percakapan 
di media sosial, visum et repertum (surat yang diter-
bitkan oleh rumah sakit sebagai bukti telah terjad-
inya kekerasan), dll.				  
							    
Berkaitan dengan Visum et Repertum (VeR), ada bai-
knya untuk tidak membersihkan diri terlebih dahulu 
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sebelum kamu melakukan pemeriksaan di rumah 
sakit atau pelaporan ke kantor polisi. Apabila kamu 
membersihkan diri, maka sebagian bukti yang dit-
inggalkan pelaku akan hilang (misalnya: sperma 
pelaku). Menyimpan pakaian yang digunakan pada 
saat kejadian (tanpa dibersihkan/dicuci), dan mem-
foto luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan yang 
dilakukan Pelaku juga dapat dijadikan sebagai bukti.

7.	 Menyusun kronologis kekerasan seksual. Kronologis 
setidaknya memuat unsur 5w+1H, yakni peristiwa 
apa yang terjadi, dimana terjadinya, kapan waktun-
ya, siapa pelakunya bagaimana kejadiannya dan aki-
bat perbuatan pelaku berakibat dampak apa saja. 
Apabila kamu tidak sanggup untuk menuliskann-
ya sendiri, kamu dapat meminta tolong kepada 
teman atau orang terdekatmu untuk membantumu 
menuliskannya.

8.	 Mencari bantuan psikolog. Jika kamu merasa sangat 
takut dan tidak nyaman dengan dirimu, psikolog 
menjadi pihak yang sangat penting untuk member-
ikan konseling atau pemulihan atas trauma yang se-
dang kamu hadapi				  
							    
Mencari Bantuan Hukum. Saat ini, selain organisa-
si-organisasi perempuan, banyak lembaga bantuan 
hukum yang sudah concern terhadap isu ini. Datan-
glah, cari yang terdekat. Jika kamu berada di Jawa 
Tengah, kamu bisa menghubungi mereka, misalnya, 
YLBHI-LBH Semarang, LRC-KJHAM, LBH Apik Sema-
rang, SPEKHAM Surakarta, LPP Sekar Jepara, Sahabat 
Perempuan Magelang dan lain sebagainya. Apabila 
kamu belum siap untuk membawa permasalahanmu 

ke ranah hukum, tidak masalah. Organisasi bantuan 
hukum juga dapat menjadi teman yang akan men-
emanimu mengakses beberapa layanan lain seperti 
layanan pemulihan psikis, konseling, kesehatan, ru-
mah aman dan kebutuhan pemulihanmu yang lain. 



32 33

Hak-Hak Korban 
Kekerasan Seksual

Penting bagi seorang pendamping untuk memastikan 
bahwa korban mendapatkan keadilan dan hak-hak yang di-
miliki tidak dilanggar oleh masyarakat, aparat penegak hu-
kum atau bahkan pemerintah. Pendamping harus memas-
tikan bahwa korban tidak mendapatkan reviktimisasi dan 
intimidasi dari pihak manapun, bahkan dari pendamping itu 
sendiri. Beberapa hak korban dalam UU TPKS yang perlu pen-
damping ketahui, yakni:

1.	 Hak atas Perlindungan

Ruang lingkup Hak korban atas Perlindungan meliputi 
penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindun-
gan; penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan 
Perlindungan; Perlindungan dari ancaman atau kekerasan 
pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; Perlind-
ungan atas kerahasiaan identitas; Perlindungan dari sikap 
dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/
atau menguatkan stigma terhadap korban; Perlindungan dari 
kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau ak-
ses politik; dan Perlindungan korban dan/atau pelapor dari 
tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Ke-
kerasan Seksual yang ia laporkan.

2. Hak Atas Pemulihan

Hak Korban atas Pemulihan meliputi Pemulihan fisik, psi-
kologis, ekonomi, sosial dan budaya; serta Ganti Kerugian

2. (a) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan 
meliputi: 

Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik; 
penguatan psikologis kepada Korban secara berkala; pem-
berian informasi tentang Hak korban dan proses peradilan 
serta informasi tentang layanan Pemulihan bagi korban; Pen-
dampingan hukum; pemberian bantuan transportasi, biaya 
hidup atau biaya lainnya yang diperlukan; penyediaan tem-
pat tinggal yang layak dan aman, bimbingan rohani dan spir-
itual untuk korban dan keluarganya, fasilitas pendidikan bagi 
korban atau anak korban; penyediaan dokumen kependudu-
kan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh 
korban; pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga 
korban dan/atau Komunitas terdekat korban; dan penguatan 
dukungan masyarakat untuk Pemulihan korban.

2.  (b)   Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan 
fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan; 
pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap 
Keluarga Korban; penguatan dukungan Komunitas untuk 
Pemulihan Korban; Pendampingan penggunaan Ganti Ker-
ugian; penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen 
pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban; penye-
diaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, 
perumahan dan bantuan sosial lainnya; penyediaan fasilitas 
pendidikan bagi Korban dan/atau atau anak nya, termasuk 
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Standar Sikap Pendamping 
Korban Kekerasan Seksual

Sebagai pendamping bagi Korban kekerasan seksual, 
perlu diperhatikan standar sikap agar pendampingan yang 
dilakukan sekaligus dapat menjadi sarana pemulihan (setida-
knya) sementara bagi Korban. Berikut uraiannya:

untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau 
berkebutuhan khusus lainnya; pemberdayaan ekonomi; dan 
penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi 
Pendamping dan/atau PPT.

Selain Hak-hak korban diatas yang telah diatur dalam 
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban 
Kekerasan Seksual juga memiliki beberapa hak lain, yakni:

a.	 Hak atas bantuan hukum 

b.	 Memberikan keterangan secara bebas tanpa 
tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun 

c.	 Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

d.	 Mendapatkan seorang penerjemah jika korban bisu 
dan/atau tuli, tidak dapat berbahasa Indonesia, serta 
tidak dapat menulis; 

e.	 Memperoleh perlindungan atas keamanan priba-
di, keluarga, dan harta bendanya berkaitan dengan 
kesaksiannya; 

f.	 Memperoleh informasi mengenai hak-hak korban 
dan tahapan proses hukum; 

g.	 Rehabilitasi medis, psikologis, sosial; 
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1.	 Mempercayai penyintas dan tidak menyalahkann-
ya							     
Bagi Korban kekerasan seksual untuk dapat speak up ke-
pada orang lain merupakan suatu hal yang tentu sangat 
tidak mudah. Oleh sebab itu pendamping harus percaya 
kepada Korban sepenuhnya dan yakin bahwa kejadian 
tersebut benar-benar terjadi bukan karena kesalahan 
Korban. Artinya, perlu menunjukkan sikap percaya pada 
Korban. Sikap kepercayaan kepada Korban tersebut 
dapat kamu tunjukan dengan kata-kata “Saya percaya 
kamu, dan ini terjadi bukan karena salahmu” dan “kamu 
tidak sendiri, terima kasih sudah mau bercerita”.

2.	 Menjadi Pendengar Aktif				  
	 tDengarlah setiap cerita Korban dengan fokus agar 
kamu bisa memahami pesan yang Korban sampaikan 
dan kamu dapat memahami perasaannya secara men-
dalam. Seringkali Korban membutuhkan teman untuk 
mendengarkan keluh kesah dan membuang semua be-
ban pikiran yang menghantui dirinya. Menjadi penden-
gar aktif yaitu juga memperlihatkan empati serta gestur 
tubuh yang baik, sabar, tulus. Apabila kamu hendak 
meminta penjelasan lebih lanjut, gunakan pemilihan ka-
limat yang tepat. Apabila Korban masih enggan untuk 
menceritakannya, maka kamu harus bersabar dan jan-
gan menuntut atau memaksanya untuk bercerita.

3.	 Memberikan Rasa Empati serta Ciptakan Rasa Aman 
dan Nyaman 					   
							     
	 Berempati yaitu turut merasakan apa yang dirasakan 
oleh Korban, akan tetapi tidak ikut larut didalamnya 

Membangun kenyamanan dan perasaan aman kepada 
Korban juga dapat kamu lakukan dengan tidak berko-
mentar yang cenderung memojokkan atau menyalah-
kan cerita Korban.

4.	 Tetap Tenang 					   
	 Seorang pendamping harus memastikan kondisi 
mentalnya stabil. Respon yang berlebihan seperti mar-
ah, terkejut atau terlalu ikut larut dalam kesedihan Kor-
ban hanya akan memperburuk keadaan Korban.

5.	 Memberikan Ruang bagi Korban untuk Berkespre-
si	 						    
	 Biarkan Korban meluapkan perasaan dan emosin-
ya hingga benar-benar merasa lebih baik dan tenang. 
Jangan batasi ekspresinya dengan menyuruhnya diam 
apalagi melarang Korban untuk mengeluarkan segala 
beban melalui berbagai ekspresi seperti menangis, mar-
ah maupun berteriak;

6.	 Menanyakan Keinginan Korban	 		
	 Setelah kondisi Korban dianggap lebih tenang dan 
stabil, maka sebagai seorang pendamping kamu bisa 
mencoba untuk menanyakan apa yang diinginkan 
oleh Korban. Salah satu prinsip penting dalam melaku-
kan pendampingan kepada Korban adalah pember-
dayaan, sehingga kamu tidak boleh mendominasi dan 
mendikte segala sesuatunya. Pilihan yang diambil oleh 
Korban tentu berdasarkan pada kebutuhan dan kes-
iapan dari diri Korban sendiri. Tentu saja Pendamping 
dapat memberikan pertimbangan positif-negatif men-
genai beberapa alternatif pilihan, termasuk termasuk 
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konsekuensinya, sehingga Korban siap mengambil pi-
lihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Namun, 
dalam menyampaikan kemungkinan dari konsekuensi 
negatif yang akan timbul, pastikan hal itu tidak terkesan 
menakut-nakuti Korban.

7.	 Mengenali Batasan 					  
	 Sebagai seorang pendamping, kamu tentu tidak 
boleh memberikan saran atau solusi untuk hal-hal diluar 
kapasitasmu. Kamu harus mengetahui batasan-batasan 
kemampuanmu yang bisa diberikan kepada Korban 
yang tengah kamu dampingi. Termasuk jangan pernah 
menjanjikan apapun pada persoalan yang dialami oleh 
Korban.

8.	 Menjaga Kerahasiaan Korban 			 
	 Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan 
identitas Korban tanpa persetujuan dan kesiapan darin-
ya merupakan salah satu prinsip pendampingan yang 
sangat penting. Ketika identitasnya terbuka, bukan tidak 
mungkin kondisi psikologis Korban akan semakin mem-
buruk. Apabila hendak mencari dukungan dan konsul-
tasi dengan pihak lain, kamu dapat menggunakan nama 
samaran misalnya. Kecuali, Korban telah memberikan 
persetujuannya.

9.	 Menawarkan Layanan yang Dapat Diakses  		
	 Seorang pendamping dapat memberikan alternatif 
penanganan kasus yang sedang dihadapi oleh Korban 
seperti akses layanan konseling, bantuan hukum, mau-
pun pemeriksaan kesehatan. 			 

10.	 Membangun Hubungan yang Baik dan Setara serta 
Selalu Mendukung Korban				  
 Hubungan yang baik antara pendamping dengan Kor-
ban akan membuat Korban merasa lebih nyaman untuk 
bercerita. Penerimaan dan dukungan yang positif dari 
lingkungan terdekat dapat membantu Korban untuk 
kembali pulih, dan hal tersebut juga bisa diciptakan oleh 
pendamping lho.

11.	 Aware dengan Kesehatan Mental Sendiri		
	 Mendengar cerita Korban dan mendampingi setiap 
proses pemulihan bagi Korban tentu menciptakan ker-
entanan bagi pendamping untuk mendapatkan second-
ary traumatic stress, yaitu keadaan dimana stress yang 
timbul akibat interaksi terhadap seseorang yang men-
galami peristiwa traumatis. Oleh karenanya, seorang 
pendamping harus mendapatkan dukungan orang ter-
dekat atau bahkan layanan psikolog jika diperlukan	
					   

Isu Kesehatan Mental bagi 
Pendamping Kekerasan Seksual

Sebagai pendamping, mendengarkan cerita Korban dan 
mendampingi setiap proses penyelesaian kasus yang dihada-
pi Korban, baik proses hukum maupun pemulihan psikis mer-
upakan kegiatan yang menyita waktu, energi dan tentu akan 
melelahkan bagi pendamping baik fisik maupun psikisnya. 
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Terlebih dalam kondisi Korban tengah mengalami trauma 
yang hebat, dan trauma tersebut bisa saja meninggalkan 
bekas yang mendalam, tidak hanya fisik namun juga psikol-
ogis. Sehingga membutuhkan pemahaman dan waktu yang 
cukup lama untuk pendamping tetap berada di sisi Korban 
untuk menemaninya.

Dampak kesehatan mental bagi pendamping biasa dike-
nal dengan secondary traumatic stress.

Figley (dalam Richardson, 2001) mendefinisikan second-
ary traumatic stress sebagai suatu hal yang terjadi secara nat-
ural, merupakan suatu konsekuensi tingkah laku dan emosi 
sebagai akibat dari pengetahuan mengenai suatu peristiwa 
trauma yang dialami oleh significant other. Istilah ‘sekunder’ 
mengacu pada kenyataan bahwa trauma itu dialami oleh 
orang lain, tetapi kemudian ikut dialami oleh pihak yang 
mengamati, memberikan bantuan, atau mendengarkan ki-
sahnya (Sidabutar, 2003).

Untuk menghindari secondary traumatic stress, pen-
damping dapat melakukan beberapa hal berikut:

a.	 Tenangkan dan yakinan diri bahwa semuanya baik-
baik saja agar stress dan rasa cemas berkurang

b.	 Memahami diri sendiri, dengan demikian pendamp-
ing dapat mengetahui sejauh mana dirinya dapat 
menampung cerita-cerita/traumatic yang dihadapi 
oleh penyintas

c.	 Bicarakan apa yang dirasakan dengan orang lain, 

hal ini akan membatu mengurangi beban pikiran 
yang sedang dihadapi

d.	 Beri batasan untuk diri anda sendiri, ambillah jeda 
jika dibutuhkan

e.	 Lakukanlah relaksasi seperti meditasi, yoga, atau 
olahraga secara rutin

f.	 Istirahat yang cukup

g.	 Apabila diperlukan, carilah pendampingan kepada 
psikolog atau psikiater

h.	 Lakukan refreshing
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Pendampingan Korban 
Kekerasan Seksual

       A. Upaya Pemulihan 	Korban

Upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan Korban 
adalah mengakses bantuan layanan yang sesuai dengan ke-
butuhan Korban. Ada beberapa layanan yang bisa diakses 
untuk Korban yaitu:

	 a. Layanan Psikologis

	 Layanan psikolog sangat penting guna pemulihan 
terhadap kondisi psikis dan mental Korban. Konseling 
yang dilakukan oleh Korban kepada psikolog dapat men-
guatkan Korban untuk dapat menghadapi kejadian yang 
telah terjadi. Selain itu, apabila Korban membawa ka-
sus nya ke dalam proses hukum misalnya, maka Korban 
akan melalui langkah-langkah yang cukup panjang dari 
pelaporan hingga putusan pengadilan. Sehingga pent-
ing bagi Korban untuk mendapatkan dukungan dengan 
pendamping psikolog. Laporan psikolog juga dapat di-
gunakan menjadi alat bukti dalam persidangan.

	 b. Layanan Medis

	 Pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual, tak 
jarang Korban mendapatkan kekerasan secara fisik, mis-
alnya luka pada tubuh atau pada bagian organ seksual 
dan reproduksi. Layanan medis ini juga penting apabila 
Korban mengalami Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) 
untuk memeriksaan kehamilannya atau dampak lain-
ya yaitu Korban terkena penyakit menular seksual yang 
membutuhkan penanganan medis.	

	 c. Layanan Rumah Aman

	 Hal ini dibutuhkan apabila Korban mendapatkan 
intimidasi dan ancaman dari pelaku kekerasan seksual 
atau Korban merasa tidak aman berada dilingkungannya 
saat ini. Sangat diperlukan rumah aman bagi Korban agar 
terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Lokasi rumah 
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aman bersifat rahasia dan diakses secara terbatas.

	 d. Layanan Bantuan Hukum

	 Layanan ini biasanya dapat diakses melalui ad-
vokat, paralegal, atau lembaga yang secara khusus 
memberikan layanan pada Korban kekerasan seksual. 
Hal ini diperlukan jika Korban ingin mengajukan laporan 
ataupun gugatan mengenai kekerasan atau intimidasi 
setelah terjadinya kekerasan yang dialami guna memu-
lihkan hak-haknya. Selain itu, layanan bantuan hukum 
juga diperlukan saat Korban juga mengalami reviktimis-
asi seperti drop out dari kampus setelah kekerasan yang 
dialaminya.

	 e. Layanan untuk Korban Disabilitas

 Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh sorang 
penyandang disabilitas memiliki pendekatan dan pen-
anganan yang berbeda karena sesuai dengan ragam 
disabilitas Korban. Pendekatan ini perlu dilakukan agar 
dalam proses pelayanan si pendamping dapat mengako-
modir semua kebutuhan Korban. Hal ini dapat dilakukan 
misalnya dengan meminta bantuan dari komunitas dis-
abilitas.	

B. Advokasi Pendampingan dalam Proses Hukum
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C. Mekanisme Aduan/Komplain Ke Lembaga 		
      Negara Independen

	 Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara 
independen. Meskipun dibiayai oleh negara, namun lemba-
ga-lembaga ini cenderung lebih bebas dari tekanan pemerin-
tah. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga ini dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan komplain 
atau keberatan serta meminta perlindungan terhadap tinda-
kan-tindakan pemerintah.

Rata-rata, pengaduan terhadap lembaga negara inde-
penden telah dapat diajukan secara daring. Hal ini meng-
ingat tidak semua lembaga negara independen memiliki 
kantor perwakilan di wilayah. Sebebelum mengajukan pel-
aporan, baiknya siapkan dokumen-dokumen pendukung 
seperti: identitas, kronologi kejadian, surat kuasa, bukti, dll.

Aduan dapat diajukan ke beberapa lembaga negara in-
dependen sebagai berikut:				  
							     
1. Komnas Perempuan

Komisi Ombudsman mempunyai kewenangan untuk 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik atau ses-
eorang yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pe-
layanan publik oleh pemerintah. Dalam konteks pendamp-
ingan terhadap Korban kekerasan seksual, beberapa contoh 
aduan yang dapat diajukan pada Ombudsman antara lain 
jika menemukan:  Perempuan.	

							     

2. Ombudsman

Ombudsman mempunyai kewenangan untuk menga-
wasi penyelenggaraan pelayanan publik atau seseorang 
yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan 
publik oleh pemerintah. Dalam konteks pendampingan ter-
hadap penyintas kekerasan seksual, beberapa contoh ad-
uan yang dapat diajukan pada Ombudsman antara lain jika 
menemukan:

a.	 	Petugas Satpol PP yang melakukan cat calling

b.	 Kebijakan-kebijakan kampus yang bias gender

a.	 dll

3. Komnas HAM

Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang untuk:

a.	 Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang 
HAM

b.	 Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran 
HAM atau potensi pelanggaran HAM melalui kebija-
kan pemerintah

c.	 	Melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM

d.	 Melakukan mediasi yang berhubungan dengan pe-
langgaran HAM
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Dalam konteks pendampingan terhadap Korban kekera-
sa seksual, contoh aduan yang dapat dijaukan ke Komnas 
HAM misalnya jika kepolisian tidak menindaklanjuti laporan 
(undue delay).

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

Jika pendamping tengah mendampingi anak yang men-
jadi korban kekerasan seksual, maka aduan dapat diajukan 
ke KPAI. Salah satu tugas dari KPAI adalah, “menerima dan 
melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat menge-
nai pelanggaran hak anak” serta “memberikan laporan kepa-
da pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hak 
anak”.

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan 
lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pem-
berian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau 
korban, serta berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan 
memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksa-
naan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepa-
da publik.

Yang dapat meminta perlindungan kepada LPSK antara 
lain: saksi; korban; saksi dari pelaku; pelapor; dan ahli. Semen-
tara itu, program perlindungan yang dapat dimintakan kepa-
da LPSK antara lain:

a. Perlindungan fisik, berupa: pengamanan dan penga-
walan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas 

baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir 
langsung di pengadilan

b. Perlindungan prosedural, berupa pendampingan, 
mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai 
perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, sa-
ran-saran hukum, dan bantuan biaya hidup sementara sam-
pai batas waktu perlindungan

c. Perlindungan hukum

d. Bantuan medis (kesehatan), psikologis (pemulihan 
kondisi kesehatan jiwa), dan psikososial (pemenuhan kebu-
tuhan dasar)

e. Fasilitasi restitusi (ganti kerugian oleh pelaku atau 
pihak ketiga) dan kompensasi (ganti kerugian oleh nega-
ra karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 
sepenuhnya) bagi korban

Tambahan:

Saat mengajukan laporan kepolisian, tidak jarang lapo-
ran tersebut tidak ditindaklajuti. Bahkan, terkadang kepoli-
sian menyalahkan Korban. Bahkan, tidak menutup kemungk-
inan anggota kepolisian menjadi pelaku kekerasan seksual.

Saat berhadapan dengan situasi semacam ini, pendamp-
ing dapat mengajukan laporan ke Bidang Profesi dan Pen-
gamanan (Propam) Polri. Propam memiliki tugas untuk mem-
bina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban 
profesi dan pengamanan internal Polri.			 
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Termasuk penegakkan profesi dan pengamanan internal 
Polri termasuk penegakkan disiplin/ketertiban di lingkungan 
Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adan-
ya penyimpangan tindakan anggota polri/PNS Polri.

Sehingga ketika ditemukan ada petugas kepolisian yang 
tidak menjalankan tugas, dan kewenangannya serta melang-
gar kode etik profesi Polri, maka petugas kepolisian tersebut 
dapat dilaporkan ke Propam Polri untuk dilakukan pemerik-
saan pelanggaran kode etik kepadanya.

Upaya Menciptakan Ruang Aman 
melalui Pencegahan Kekerasan 

Seksual 

A.  Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dimulai Dari  	        
Lingkungan Keluarga 

1.	 Menjalin komunikasi yang erat dan hangat antara an-
ggota keluarga, terutama antara orangtua dengan 
anak. Ciptakan kondisi yang nyaman agar semua an-
ggota keluarga dapat terbuka untuk saling berdiskusi, 
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memberi masukan, pemahaman bahkan teguran 
sekalipun. 

2.	 Edukasi tentang seksualitas harus dilakukan sejak 
dini, bagaimana seorang anak harus bisa menjaga 
pandangan serta pola berpikir, dan menjaga ba-
gian-bagian sensitive di tubuhnya. Edukasi seksu-
alitas ini dapat memberikan pengertian bagi anak 
bahwa tubuhnya merupakan ranah privat yang ti-
dak boleh disentuh oleh orang lain dengan alasan 
apapun tanpa persetujuannya, dan mereka berhak 
merasa tidak nyaman apabila ada orang lain yang 
menyentuh tubuhnya.

3.	 Sadarkan keluarga terutama anak-anak untuk men-
genali situasi-situasi potensial yang dapat menyeret 
keluargamu ke jurang kekerasan seksual. Entah po-
tensi menjadi pelaku maupun potensi menjadi kor-
ban kekerasan seksual.

4.	 Melakukan deteksi dini pada anak. Anak akan cend-
erung menutupi apa yang dialaminya dengan tidak 
menceritakan kekerasan tersebut kepada orang tua, 
karena mereka takut. Namun orang tua perlu me-
waspadai hal-hal yang mencurigakan tampak pada 
anak seperti rasa sakit pada bagian kelamin, kehilan-
gan semangat, dll.

5.	 Jangan segan dan sungkan membahas masalah 
pelecehan seksual yang muncul di pemberitaan me-
dia massa

B.  Upaya Pencegahan Dalam Relasi Berpacaran

1.	 adalah 1.	Sebelum kamu menerima menjadi pacar, 
pastikan kamu mengenali secara dalam terlebih 
dahulu rekam jejak, aktivitas, kebiasaan dan cara 
orang lain memandang/menganggap calon pacar-
mu tersebut. Informasi tersebut dapat kamu gali dari 
berbagai pihak.

2.	 Buatlah sebuah kesepakatan diawal sebelum mem-
ulai relasi berpacaran agar calon pacarmu tidak 
melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai atau mem-
buatmu tidak nyaman.

3.	 Bekali dan kenalkan pacarmu dengan perspektif 
mengenai hak asasi perempuan, kesetaraan dan 
keadilan gender serta pemahamanan mengenai 
larangan kekerasan seksual. Ada baiknya dilakukan 
pada saat PDKT.

4.	 Berani merespon dengan menjauh atau katakan ti-
dak jika kamu sudah mulai merasakan adanya tin-
dakan-tindakan yang membuat kenyamananmu 
terganggu.

5.	 Bila perlu demi kebaikan dirimu, kamu bisa memu-
tuskan hubungan pacar jika ada tanda-tanda dalam 
hubungan kalian yang menunjukkan bahwa tingkah 
pacarmu mengarah kepada perbuatan yang mem-
buatmu tidak nyaman atau hubungan kalian meng-
arah kepada toxic relationship;;

6.	 Segera hubungi teman atau orang terdekat jika 
kamu sudah merasakan tanda-tanda pacarmu akan 
melakukan hal-hal yang mengarah kepada ke-
kerasan seksual. Beritahu posisi/keberadaanmu ke-
pada teman atau orang dekat yang kamu percayai;
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7.	 Untuk berjaga diri, kamu juga bisa mulai belajar ilmu 
beladiri sederhana atau minimal siapkan di dalam 
tas semprotan, lada, merica, minyak angina panas 
atau parfum atau tindakan lain untuk mencegah 
berlanjutnya tindak kekerasan seksual.

C.  Upaya Pencegahan yang Harus Dilakukan oleh     	
      Pemerintah

1.	 Menjadikan materi penghapusan kekerasan seksual 
sebagai bahan ajar, baik dalam kurikulum maupun 
ekstrakulikuler.

2.	 Menguatkan pengetahuan dan keterampilan tena-
ga pendidik di pendidikan usia dini sampai pergu-
ruan tinggi tentang materi penghapusan kekerasan 
seksual.

3.	 Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan sek-
sual dalam lingkungan lembaga pendidikan.

4.	 Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang 
aman dan nyaman

5.	 Membangun sistem keamanan terpadu di lingkun-
gan pemukiman dan ruang terbuka publik

6.	 Menyediakan program dan anggaran untuk pence-
gahan kekerasan seksual.

7.	 Membuat kebijakan anti kekerasan seksual yang 
berlaku bagi lembaga negara, pemerintah dan pe-
merintah daerah.

8.	 embangun komitmen anti kekerasan seksual se-
bagai salah satu syarat dalam proses perekrutan, 
penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik.

9.	 Memasukkan materi penghapusan kekerasan 

seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan 
bagi pejabat dan aparatur penegak hukum yang 
dikelola oleh negara.

10.	 Menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di Kor-
porasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi 
penyalur tenaga kerja, dan/atau pihak lain.

11.	 Mewajibkan setiap instansi, baik negeri maupun 
swasta untuk membentuk satuan tugas serta menye-
diakan kanal layanan pengaduan kekerasan seksual. 

12.	 Menyebarluaskan informasi tentang penghapusan 
kekerasan seksual kepada keluarga, media massa, 
dan organisasi kemasyarakatan.

13.	 Menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang 
penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/
kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, 
dan adat.
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Lembaga Layanan yang dapat 
dihubungi saat Mengalami 

atau Mengetahui Terjadinya 
Kekerasan Seksual

Berikut merupakan nama-nama lembaga layanan beser-
ta alamat yang bisa kamu hubungi untuk membantu Korban 
kekerasan seksual memulihkan dirinya serta mendorong 
keadilan baginya:

NO LEMBAGA ALAMAT DAN KONTAK
Lembaga Pemerintah

1. Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(DP3A) Kota Semarang.

Jalan Prof. Soedarto SH 
No.116, Banyumanik, Kota 
Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 76402252 
Email: dinasp3a.kotasema-
rang@gmail.com

2. Pusat Pelayanan Terpa-
du (PPT) Seruni.

Jalan Dr. Soetomo No. 19A 
Semarang
Telp. (024) 70325200, 
3566517

Lembaga Negara Independen

3. Komnas Perempuan Jalan Latuharhary 4B. 
Jakarta, 
Telp: 021-3903963
email: pengaduan@komnas-
perempuan.go.id

4. Ombudsman RI Per-
wakilan Provinsi Jawa 
Tengah

Jalan Siwalan No.5, Wono-
dri, Kota Semarang
WhatsApp 08112773797

5. Komnas HAM Jalan Latuharhari No. 4B, 
Kelurahan Menteng, Jakarta 
Pusat. e-mail ke pengad-
uan@komnasham.go.id
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6. Lembaga Perlind-
ungan Saksi dan 
Korban (LPSK) 

Jalan Raya Bogor Km.2 4 
No.47-49, Susukan Ciracas, 
Jakarta Timur.
email : lpsk_ri@lpsk.go.id .

Layanan Konseling 
Psikologis

7. Pusat Psikologi Terapan 
Universitas Katolik 
(Unika) Soegijapranata 
Semarang.

Jalam Pawiyatan Luhur 
IV No.1, Tinjomoyo, Kec. 
Banyumanik, Kota Sema-
rang, Jawa Tengah
Telp. (024) 86457912

Layanan Konseling Kesehatan Seksual dan Reproduksi
8. Perkumpulan Samsara.

Berfokus pada upaya 
mendukung pemenu-
han akses informasi 
Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi. Termasuk  
didalamnya mengenai 
infeksi menular seksual 
(IMS), kontrasepsi 
(KB), kehamilan yang 
tidak direncanakan 
serta aborsi aman untuk 
Korban kekerasan 
seksual. 

Email : hello@samsara.or.id
Website : https://samsara.
or.id
Layanan Hotline:
1. 0821 2345 8300
2. 0821 2345 8400
3. 0821 2345 8500
4. 0821 2345 8600
5. 0821 2345 8700
6. 0856 1234 530

Organisasi Bantuan Hukum
9. YLBHI-LBH Semarang Jalan Jomblangsari IV 

Nomor 17 Kelurahan 
Jomblang, Kecamatan Can-
disari, Kota Semarang
Telp. 0882-2890-2001

10. LBH Apik Semarang Poncowolo Tim. I 
No.409A, RT.01/RW.06, 
Pendrikan Kidul, Kec. 
Semarang Tengah, Kota 
Semarang.
Telp. 0821-2411-7070

11. Legal Resource Center Un-
tuk Keadilan Jender dan 
Hak Asasi Manusia (LRC 
-KJHAM)

Jalan Kauman Raya No.61, 
Palebon, Kec. Pedurungan, 
Kota Semarang.
Telp: (024) 6715520

12. Solidaritas Perempuan un-
tuk Kemanusiaan dan Hak 
Asasi Manusia (SPEK-
HAM) Surakarta

Jl. Srikoyo No.20, RT.01/
RW.04, Karangasem, Kec. 
Laweyan, Kota Surakarta. 
Telp: (0271) 714057

13. Lembaga Pemberdayaan 
Perempuan (LPP) Sekar 
Jepara

Menganti, Kec. Kedung, 
Kabupaten Jepara.
Telp: 0813-2562-7052

14. Sahabat Perempuan 
Magelang

Jalan Magelang - Yogyakar-
ta No.17, Dangean, Gulon, 
Kec. Salam, Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah 
Telp: (0293) 585281
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Organisasi Disabilitas
15. Roemah Difabel Semarang Jalan MT. Haryono No.266, 

Kebonagung, Kec. Sema-
rang Tim., Kota Semarang.
Telp: 0857-2721-3860

Organisasi LGBTI+
16. IRIS Collective

IRIS Collective merupa-
kan kolektif LGBTI+ yang 
berfokus pada upaya men-
ciptakan ruang aman dan 
nyaman sekaligus sebagai 
ruang untuk mewadahi 
individu-individu dengan 
ragam gender dan seksual-
itas di Jawa Tengah. 

Jalan Jomblangsari IV 
Nomor 17, Kelurahan 
Jomblang, Kecamatan Can-
disari, Kota Semarang
Email: itsiriscollective@
proton.com

Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan Seksual dan Organisasi 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) memberikan 
kewajiban kepada setiap perguruan tinggi dibawah naungan 
Kemendikbud-Ristek untuk memiliki satuan tugas (Satgas) 
Pencegahan dan Penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di 
kampus. Sehingga bagi civitas akademika kampus yang menja-
di Korban atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan sek-
sual di lingkungan kampus, maka dapat menghubungi Satgas 
KS di kampus masing-masing.

Selain menghubungi Satgas KS Kampus, kamu juga bisa meng-
hubungi beberapa organisasi kemahasiswaan di kampus untuk 
membantumu mengakses layanan pemulihan dan memper-
oleh keadilan. Beberapa organisasi tersebut adalah:
a.	 Hope Helps
b.	 Girl Up
c.	 Lembaga Kemahasiswaan Intra Kampus (Himpunan Ma-

hasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa) 
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Mekanisme Pengawasan Aparat 
Penegak Hukum dalam Sistem 

Peradilan Pidana 

Saat korban dan pendamping memilih upaya hukum 
untuk memperjuangkan akses atas keadilan, tentu akan 
bersinggungan dengan aparat penegak hukum seperti polisi, 
jaksa, hakim hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Mereka 
adalah orang-orang dibawah institusi Negara yang oleh 
Undang-Undang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi 
dan proses penegakan hukum dari awal hingga akhir, seperti 
penerimaan laporan/aduan dugaan tindak pidana, penyelidikan, 
penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, pemeriksaan di 
pengadilan, pemberian vonis hingga pelaksanaan putusan. 

Dalam berbagai laporan ditemukan banyak catatan dan 
fakta mengenai pelanggaran kode etik maupun pelanggaran 
hukum serta HAM yang kerap dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Beberapa diantaranya seperti saat mengajukan laporan 
kepolisian, tidak jarang laporan tersebut tidak ditindaklajuti. 
Bahkan, dalam proses penyidikan hingga penuntutan terkadang 
kepolisian dan kejaksaan kerap menyalahkan Korban. Beberapa 
catatan juga menunjukan bahwa polisi dan jaksa berupaya 
mendamaikan korban dan pelaku. Kemudian dalam proses 
di persidangan, hakim juga kerap memberi pertanyaan dan 
pernyataan yang cenderung menyalahkan korban hingga 
kemudian berakibat pada rendahnya vonis yang diberikan 
kepada pelaku, bahkan tidak jarang pelaku dibebaskan dari 

tuntutan karena hakim tidak memiliki perspektif korban. 
Selain itu tidak menutup kemungkinan juga aparat penegak 
hukum juga menjadi pelaku kekerasan seksual.

Saat berhadapan dengan situasi semacam ini, pendamping 
dapat menempuh mekanisme pengaduan dengan 
mengajukan laporan ke beberapa lembaga pengawas 
internal dan eksternal aparat penegak hukum.

1. Kepolisian

a. Pengawasan Internal :

•	 Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri: Propam 
memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan 
fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan 
internal Polri termasuk penegakkan disiplin/ketertiban 
di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan 
masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 
anggota polri/PNS Polri. Sehingga ketika ditemukan ada 
petugas kepolisian yang tidak menjalankan tugas, dan 
kewenangannya serta melanggar kode etik profesi Polri, 
maka petugas kepolisian tersebut dapat dilaporkan ke 
Propam Polri untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran 
kode etik kepadanya.

•	 Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri : 
Itwasum adalah unsur pengawas dan pembantu 
pimpinan pada tingkat Mabes Polri yang berada di 
bawah Kapolri. Itwasum Polri bertugas membantu 
Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan internal, 
pemeriksaan umum, perbendaharaan, dan akuntabilitas 
serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penelaahan 
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ulang (review) laporan keuangan Polri serta memfasilitasi 
lembaga pengawasan eksternal dalam lingkungan Polri.

•	 Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda): Itwasda 
bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan 
Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan 
masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, 
ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja 
Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan 
kepastian hukum.

 b. Pengawasan Eksternal :

•	 Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) : Fungsi 
Kompolnas berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 
2011 adalah melaksanakan fungsi pengawasan 
fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin 
profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan 
fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan 
melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terh-
adap kinerja dan integritas anggota dan pejabat 
Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 					  
	

•	 Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beber-
apa lembaga publik seperti DPR, DPRD, dan Om-
budsman RI dapat bertindak sebagai pengawas 
untuk melakukan Pengawasan internal penyeleng-
garaan pelayanan publik, termasuk kepolisian.	
							    
	

2. Kejaksaan

a. Pengawasan Internal :

•	 Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas): Jamwas 
adalah pembantu jaksa agung dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Lingkup bidang 
pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja 
dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan 
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan;

•	 Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi : Asisten 
Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan, 
serta pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin 
pegawai Kejaksaan pada satuan kerja di daerah 
hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta 
melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan;

•	 Majelis Kehormatan Jaksa : satuan organisasi yang 
keanggotaannya ditetapkan oleh jaksa agung, 
bertugas untuk mengadakan sidang untuk melakukan 
pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh jaksa yang pemberhentiannya disulkan 
oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
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 b. Pengawasan Eksternal :

•	 Komisi Kejaksaan : Komisi Kejaksaan  bertugas 
melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian 
terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pega-
wai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan we-
wenangnya sesuai peraturan perundang-undan-
gan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas 
kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan 
penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, keleng-
kapan sarana dan prasarana, serta sumber daya ma-
nusia di lingkungan Kejaksaan.  Komisi Kejaksaan 
sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 memi-
liki perluasan wewenang dalam menangani lapo-
ran pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat 
mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  
melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan 
tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan 
oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan.		
	

•	 Pengambil alihan pemeriksaan oleh Komisi Kejak-
saan dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh 
aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menun-
jukkan kesungguhan  atau belum menunjukkan 
hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan 
masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserah-
kan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau 
apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan 
oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan 
dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung da-
lam bentuk rekomendasi Komisi Kejaksaan untuk 
ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak 

•	 Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Ta-
hun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa lembaga 
publik seperti DPR, DPRD, dan Ombudsman RI dapat 
bertindak sebagai pengawas untuk melakukan Penga-
wasan internal penyelenggaraan pelayanan publik, ter-
masuk kepolisian.

3. Hakim

a. Pengawasan Internal :

•	 Badan Pengawas Internal Mahkamah Agung (Bawas 
MA): Kewenangan Bawas MA adalah melakukan pen-
gawasan apabila terdapat masalah teknis peradilan 
menyangkut penyelenggaraan atau jalannya 
peradilan; kemudian berkaitan dengan Perbuatan 
dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan 
dalam menjalankan tugas mereka; serta ketiga ber-
kaitan dengan Administrasi peradilan.  Perlu diper-
hatikan bahwa pengawasan dan kewenangan Bawas 
MA tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara, hal ini dimaksut-
kan untuk menjaga kemandirian hakim serta mewu-
judkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.					   
							    
							    
	

ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai re-
komendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya ke-
pada Presiden.
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•	 Hakim bidang Pengawas Pengadilan Negeri (PN) : mas-
yarakat yang menemukan adanya pelanggaran terhadap 
pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pengadilan, baik 
dilakukan oleh hakim, kepaniteraan maupun kesekretar-
iatan serta evaluasi masyarakat terhadap penyelengga-
raan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan, 
dan kualitas pelayanan publik, dapat dituangkan dalam 
bentuk laporan.		

•	 Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Ta-
hun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa lembaga 
publik seperti DPR, DPRD, dan Ombudsman RI dapat ber-
tindak sebagai pengawas untuk melakukan Pengawasan 
internal penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk 
kepolisian.

b. Pengawasan Eksternal :

•	 Komisi Yudisial : Komisi Yudisial (KY) berwenang 
melakukan pengawasan eksternal dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. Tugas Komisi Yudi-
sial dalam melakukan pengawasan eksternal adalah 
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 
berdasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Per-
ilaku Hakim (KEPPH).				  
	

•	 Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa 
lembaga publik seperti DPR, DPRD, dan Ombuds-
man RI dapat bertindak sebagai pengawas untuk 
melakukan Pengawasan internal penyelenggaraan 
pelayanan publik, termasuk kepolisian.

4. Lembaga Pemasyarakatan 

a. Pengawasan Internal :

Berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-16.KP.05.02 TA-
HUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, apa-
bila diketahui atau ditemukan adanya pelanggaran kode etik 
maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai 
pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kel-
uarga WBP ataupun masyarakat dapat memberikan laporan 
atau pengaduan kepada sub direktorat bidang kode etik pro-
fesi Kementerian Hukum dan HAM (di tingkat pusat), ataupun 
kepada bidang keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
setempat atau Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di 
wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran. Kemudian 
majelis kode etik akan mengadakan sidang etik atas laporan 
yang diberikan tersebut.

 b. Pengawasan Eksternal :

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa lembaga publik 
seperti DPR, DPRD, dan Ombudsman RI dapat bertindak 
sebagai pengawas untuk melakukan Pengawasan internal 
penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk kepolisian.
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Perlindungan Hak Korban dalam 
Ruang Pengadilan Berdasarkan 

Perma 3/2017

Tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan tidak 
hanya saat menjadi korban kekerasan, akan tetapi pada saat 
korban ingin mendapatkan keadilan atas dirinya. Seringkali 
perempuan korban yang hendak mengakses keadilan justru 
mendapatkan stigma dan diskriminasi dalam mengakses 
hukum di Pengadilan. Hal tersebut membuat perempuan 
korban jauh dari rasa adil. Bahkan perempuan korban lainnya 
sering kali mendapatkan viktimisasi berganda atau kekerasan 
yang berulang.

	 Untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap 
perempuan korban, institusi peradilan melalui Mahkamah 
Agung Republik Indonesia sebenarnya telah membuat 
sebuah terobosan progresif melalui Peraturan Mahkamah 
Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma 
ini seharusnya menjadi pijakan sekaligus standar dan norma 
bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus 
perempuan yang tengah berhadapan dengan hukum. Bahkan 
secara spesifik dijelaskan bahwa Perempuan Berhadapan 
dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan 
hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 
saksi atau perempuan sebagai pihak.

	 Hadirnya Perma ini sebagai salah satu pelengkap 
dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang 
sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sudah semestinya 
menjadi panduan bagi hakim-hakim untuk mewujudkan 
ruang pengadilan yang lebih inklusif. Ketentuan di dalam 
Perma 3/2017, misalnya kesetaraan gender, relasi kuasa, 
stereotip gender dan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut 
diharapkan dapat mengikis kekerasan terhadap perempuan 
berbasis gender secara perlahan melalui ruang Pengadilan. 
Dalam Pasal 2 Perma 3/2017 pun mengatur beberpa asas 
yaitu:

a.	 Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b.	 Non diskriminasi;
c.	 Kesetaraan gender;
d.	 Persamaan di depan hukum;
e.	 Keadilan;
f.	 Kemanfaatan; dan
g.	 Kepastian hukum.
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	 Selain prinsip dan asas yang harus diterapkan 
oleh hakim, berdasarkan Perma 3/2017 secara konkrit 
menyebutkan bahwa tujuannya agar hakim dapat berhati-
hati dan mengidentifikasi situasi perlakukan yang tidak 
setara yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap 
perempuan serta menjamin hak perempuan terhadap akses 
yang setara dalam memperoleh keadilan. 

	 Perma 3/2017 ini juga mengatur berkaitan dengan 
hak korban untuk didampingi didalam ruang persidangan. 
Pendamping dalam Perma ini diartikan sebagai seseorang 
atau kelompok atau orgarusasi yang dipercaya dan/
atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk 
mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan 
nyaman dalam memberikan keterangan selama proses 
peradilan berlangsung. 

	 Kehadiran pendamping didalam ruang persidangan 
tidak hanya sekedar hadir akan tetapi memastikan bahwa 
hakim tidak akan melakukan perlakuakan dalam bentuk 
perbuatan atau perkataan yang dapat membuat korban 
mendapatkan driskriminasi atau bahkan intimidasi 
berdasarkan prinsip dan nilai yang diatur di dalam KEPPH 
maupun Perma 3/2017. Salah satu kewajiban hakim yang 
diatur di dalam Perma adalah hakim agar mencegah atau 
menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan 
atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan 
yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan atau 
menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu, 
Pendamping juga dapat memperingatkan hakim didalam 
ruang persidangan apabila hal-hal tersebut terjadi. 


